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kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan
krisis ekonomi sekarang ini.

Bapak-lbu yang saya hormati,

Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus
dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlinat.
Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM perlu untuk
diefektifkan.

Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan. Kejaksaan harus
melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus
menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negarag,

>
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- Komitmen penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran
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Berat *Menerima, memeriksa dan
*Pemulihan Korban memutus perkara
- Permasalahan Penolakan berkas «Pembuktian
penyelidikan oleh Penyidik *Putusan

- Semakin lama proses hukum, Penye”dikan

. ; . Persidangan
semakin banyak bukti yang hilang

- Putusan Bebas kasus pelanggaran v
HAM yang berat

- Kompensasi, Restitusi, Reparasi
dicantumkan dalam putusan




Dampak
Impunitas
Pelaku
Pelanggaran
yang HAM Berat

Ketidakadilan bagi
korban, keluarga dan
masyarakat

Menimbulkan
kekhawatiran
perulangan

Menurunkan
kewibawan terhadap
pemerintahan dan
Penegakan Hukum

Merusak Sisterm Hukum
dan Keadilan

Masyarakat
Internasional

Masyarkat




Permasalahan dalam
RPERPRES UKP PPHB

k goid/home

Tindak Pidana Prioritas LPSK

e Proses yang tidak transparan, partisipatif
dan cenderung melindungi pelaku

e Tidak Jelas Turunan dari Peraturan apa,
pembentukan KKR hanya dapat dibentuk oleh
uu

e Pemborosan, bertentangan dengan semangat
pemerintah yang melakukan perampingan
birokrasi

e Tidak jelas apakah ini bentuk dari upaya
penguatan bantuan medis, psikosoasial dan

it psikologis yang dilaksanakan oleh LPSK

e Mengalihkan hasil penyelidikan komnas HAM
yang bersifat Yudisial menjadi Non Yudisial

e Konsep Rekonsiliasi lebih pada mengatasi
permasalahan konflik horizontal




KEBUTUHAN

Perlua adanya dorongan dan dukungan
dalam proses penegakan hukum
Solusi yang efektif terhadap
problematika “bolak-balik” berkas
perkara

Adanya anggaran yang cukup untuk
membantu korban pelanggaran HAM
Dukungan dari instansi lain selain
LPSK dalam Bantuan Medis,
Psikososial dan psikologis bagi korban
pelanggaran HAM

Mendorong lahirnya RUU KKR dengan
proses pembahasan yang transparan
dengan pelibatan secara aktif kepada
korban dan masyarakat




